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KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 29  TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

d.

MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2014

WALIKOTA PADANG,

bahwa barang milik Pemerintah Kole Padang yang beraca pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Padang harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD bersangkutan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelalaan Barang Milik Daerah,
Status Penggunaan Barang Milik Daerah harus ditetapkan dengan Keputusan
Walikota;

bahwa status penggunaan barang milik daerah tersebut sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Walikota Tentang
Penetepan Status Penggunean Barang Milik Daerah Kota Padang;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20); ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok

Agraria (Lembaran Negera Tahun 1960 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tehun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355) ;

Undang-Undang Nomer 10 Tehun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undana-Undang Nomor

12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambzahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat IT Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);



-

Menetapkan
KESATU

~SKEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

10.

12.

13,

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 200C tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tehun 2009 tentang Pengelolagn
Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomar 10):

MEMUTUSKAN :

Kendaraan dinas milik Pemerintah Kotz Padang yang dipergunakan cleh SKPD
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang sebagaimana tercantum pada
Lampiran Keputusan ini.

Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus
dipergunakan calam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kota Padang.

Jika kendaraen dinas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak digunakan sesuai
tugas pakok dan fungsi SKPD Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang wajib
diserahkan kepada Kepala Daerah melzlui Pengelola.

Kendaraan dinas sebagaimana Diktum Kesatu dijadikan lampiran dalam Berita
Acara Serah Terima Jabatan,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 | Khtoany 2014

FAUZL BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. 5dr. Ketua DPRD Kota Padang

2. Sdr. Inspektur Kota Padang
3. 5dr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang

4. Arsip



KENDARAAN DINAS OPERASIONMNAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 2% TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN

MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
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